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1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap
perkembangan suatu daerah untuk mengetahui seberapa besar capaian keuangan
daerah tersebut. Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara
ekonomis, efisien, dan efektif agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke
tingkat yang lebih baik.

% Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bogor
Mmengemban tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kinerja
Keuangan pemerintahannya, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan
kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat kabupaten Bogor sendiri.
o Kondisi ini mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan pengukuran
@nerja keuangan terhadap pengelola keuangan daerah. Pengukuran ini dapat
melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode pelaporan
@rtentu, salah satu metode pengukuran yang efektif untuk melihat seberapa jauh
Kinerja yang telah dihasifkan adalah.déngan menggunakan.rasio keuafigan daerah
A | pemerintah.’ daerah yang./terdiri.Jdari derajat
sigantungan lkeyangah dasrahiirasio kémantiirian keuangan
daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja, dan rasio
keserasian belanja daerah.
Q Dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut maka akan
terlinat apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat atau tidak.
Selain itu, hasil pengukuran kinerja keungan dapat digunakan untuk mengevaluasi
atas kinerja yang telah dihasilkan yang selanjutnya dapat menentukan tindakan
apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan
pengukuran kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan
menggunakan metode analisis rasio keuangan. Oleh karena itu penulis
memutuskan untuk mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam

penulisan ini diantaranya :

L. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 menggunakan alat ukur derajat desentralisasi?

2. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 menggunakan alat ukur rasio ketergantungan keuangan daerah?
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3. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 menggunakan alat ukur rasio kemandirian keuangan daerah?

4.  Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 menggunakan alat ukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah?

5. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 menggunakan alat ukur rasio efisiensi belanja daerah?

6. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 menggunakan alat ukur rasio keserasian belanja daerah?

7. Bagaimana rekap hasil rasio keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor
tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan

1w eydio yeH

%enulisan Laporan Akhir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
1.  Menguraikan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi.
2014-2018 dengan :f‘ & ':’_ an rasito Ketergantungan kewangan.daerah.
yahgan rintah_Kal r_tahun
2014-2018 dengan menggr &R errr%?n g H%?F%EBQES
4. enguraikan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
5. Menguraikan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2014-2018 dengan menggunakan rasio efisiensi belanja daerah.
2014-2018 dengan menggunakan rasio keserasian belanja daerah.
7. Menguraikan rekap hasil rasio keuangan daerah pemerintah Kabupaten

Daera mempunyai tujuan diantaranya :
2. Menguraikan kinerja kewangan daerahy pemerintah Kabupatep Bogorstahun
A | ::V:' c
3. Menguraikan kinerja ‘keuaf
ggtinakan rasio iran Keuangan daerah.
014-2018 dengan menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.
6.  Menguraikan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bogor tahun
Bogor tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat

Melalui penulisan Tugas Akhir ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. “Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan
ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat
memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan penulisan
atau penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah
sumber pustaka yang telah ada.

2. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam
menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan
Kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
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Hasil penulisan ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna
kepada masyarakat tentang laporan keuangan pemerintah daerah sebagai

bentuk akuntabilitas pengelolaan dana oleh pemerintah daerah.
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(©) Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) WOOO_. >@ ricultural U 3_<®_.m:“<

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.




